ABSTRAK

Penelitan tentang urgensi pengaturan perangkapan jabatan antara jabatan kepala
daerah dengan jabatan di partai politk perlu dilakukan, karena pada kenyataanya di
Indonesia masih terdapat beberapa kepala daerah yang juga merangkap jabatan di
partai politik. Penelitian ini mengambil rumusan masalah sebagai berikut: apa
urgensi pengaturan rangkap jabatan kepala daerah di partai politik? dan apa
implikasi larangan perangkapan jabatan kepala daerah di partai politik?. Adapun
teori-teori yang digunakan di dalam penelitan ini adalah teori etika politik, partai
politik, jabatan, dan pemerintah daerah. Metode Penelitian ini menggunakan jenis
penelitian  hukum normatif dengan mengkonsepsikan ‘hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku meliputi hukum positif. Penelitian ini
menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan
pendekatan konseptual (conseptual approach). Adapun sumber-sumber yang
digunakan penelitian ini berupa hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan
teknik pengumpulan bahan hukum melalui teknik pengumpulan data sekunder
melalui studi pustaka. Kemudian metode analisis yang digunakan dalam penelitian
ini adalah dengan cara deskriptif kualitatif. Setelah penelitian ini dilakukan maka
di dapat kesimpulan sebagai berikut, pertama pengaturan perangkapan jabatan
kepala daerah di partai politik adalah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang
baik, menciptakan politik dan demokrasi di dalam pemerintahan daerah juga
semakin lebih baik, menghindari adanya konflik kepentingan antara jabatan kepala
daerah dengan di partai politik, dan mencegah kepala daerah menyalahgunakan
wewenangnya. Kedua pengaturan perangkapan jabatan antara jabatan kepala
daerah dengan jabatan di partai politik untuk diatur kedepannya dan dijelaskan
secara eksplisit ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan karena rangkap
jabatan di partai politik dapat menimbulkan beberapa implikasi yang dapat
mempengaruhi  kinerja kepala daerah dan ketidakfokusannya dalam
menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya. Adapun Implikasi yang timbul dari
rangkap jabatan adalah berupa benturan kepentingan atau. yang sering disebut
dengan konflik kepentingan (conflict interest), Penyalahgunaan Wewenang (abuse
of power), politik uang, kepala daerah sebagai sumber keuangan partai politik dan
dampak dari rangkap jabatan juga dapat. menyebabkan Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (KKN).
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